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PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

b. bahwa dengan adanya Penyederhanaan Birokrasi yang
berdampak kepada perubahan kelembagaan di
Pemerintah Kabupaten Sampang yang menyebabkan
perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sampang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana
teiah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa
Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota
Besar dalam lingkungan PropinsiJawa Timur, Jawa
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Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia
Nomor 273O);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan
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Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1636);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1276);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

13. Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan;

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sampang Tahun 2022 Nomor 2);

15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan
Staf Ahli Bupati Sampang (Berita Daerah Kabupaten
Sampang Tahun 2022 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN
DAN ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.
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3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Sampang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Sampang.

5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat, Dinas, Badan dan
Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sampang.

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai
ASN dalam suatu satuan organisasi.

7. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA
adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

8. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT
adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi
pemerintah.

9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah
sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.

10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik
serta admiinistrasi pemerintahan dan pembangunan.

11. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan,
pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi
informasi jabatan.

12. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang
dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi
mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi
berdasarkan volume kerja.

13. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan
gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas
yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan,
tugas, dan fungsi yang sama sebaiknya menggunakan
nama jabatan yang sama.

14. lkhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan
dari tugastugas yang dilakukan, yang tersusun dalam
satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas
jabatan.

15. Kualifikasi Jabatan adalah persyaratan yang harus
dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan,
agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

16. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang
merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan
perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

17. Hasil Kerja adalah produk yang harus dicapai oleh
pemangku jabatan.

18. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan
tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja.

19. Perangkat Kerja adalah acuan atau pedoman yang
digunakan untuk mengolah bahan kerja menjadi hasil
kerja.
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20. Tanggung Jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang
dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan,
beserta segiseginya.

21. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemangku jabatan
untuk mengambil sikap atau menentukan sikap
pengambilan keputusan.

22. Syarat Jabatan adalah persyaratan minimal lain yang
dapat dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu
jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Pasal 2
(1) Hasil analisis jabatan dapat digunakan sebagai dasar

dalam penyusunan kebijakan program Pembinaan/
penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan
serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan
aparatur.

(2) Hasil analisis jabatan digunakan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas bagi setiap pemangku jabatan sesuai
lingkup tugas dan fungsinya.

BAB II
HASIL ANALISIS JABATAN DAN

ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 3
(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat

daerah di lingkungan Kabupaten Sampang, terdiri dari:
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Inspektorat;
d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah;
e. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia;
g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
h. Dinas Pendidikan;
i. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
j. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
k. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
o. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
p. Dinas Lingkungan Hidup;
q. Dinas Perhubungan;
r. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan

Masyarakat;
s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Tenaga Kerja;
t. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
u. Dinas Komunikasi dan Informatika;
v. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
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w. Dinas Perikanan;
x. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
z. Kecamatan Sreseh;
aa. Kecamatan Torjun;
ab. Kecamatan Sampang;
ac. Kecamatan Camplong;
ad. Kecamatan Omben;
ae. Kecamatan Kedungdung;
af. Kecamatan Jrengik;
ag. Kecamatan Tambelangan;
ah. Kecamatan Banyuates;
ai. Kecamatan Robatal;
aj. Kecamatan Sokobanah;
ak. Kecamatan Ketapang;
al. Kecamatan Pangarengan
am. Kecamatan Karang Penang;

(2) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat
daerah di lingkungan Kabupaten Sampang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 23 November 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd
H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 23 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd
YULIADI SETIAWAN, S.Sos,MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 103
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